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ABSTRAK 

Analisis Aspek-Aspek Dalam Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Lenin Sam Almasi 

Lenin.almasi@komisiyudisial.go.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun 

suatu laporan yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). SAKIP dilaksanakan dengan tujuan agar dapat tercapainya 

penguatan akuntabilitas publik. Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalam 

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik terus dilakukan oleh semua 

Kementerian/Lembaga termasuk oleh Komisi Yudisial. Nilai AKIP yang 

didapatkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami peningkatan 

setiap tahunnya namun peningkatan tersebut tidak signifikan dan cukup lambat. 

Pelaksanaan evaluasi SAKIP Komisi Yudisial yang dilakukan oleh internal 

dilaksanakan hingga level Eselon II atau Biro/Pusat dan ditemukan bahwa nilai 

terendah didapatkan oleh Biro Umum dengan nilai 18,65. Upaya peningkatan nilai 

SAKIP dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tentu sangat dipengaruhi oleh 

nilai SAKIP pada level eselon II yaitu Biro/Pusat, sehingga dengan peningkatan 

nilai SAKIP pada level Biro/Pusat akan secara langsung memberikan dampak 

positif pada nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

Berdasarkan pada temuan pada penelitian, kondisi tersebut terjadi dikarenakan 

belum maksimalnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada 

Biro Umum, atas dasar tersebut maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Aspek-

Aspek Pemenuhan Akuntabilitas Pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial, mulai dari Aspek Perencanaan Kinerja, Aspek Pengukuran Kinerja, 

Aspek Pelaporan Kinerja, Aspek Evaluasi Kinerja, dan Aspek Capaian Kinerja. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, SAKIP, AKIP 
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ABSTRACT 

Analysis of Aspects in Fulfilling Government Performance Accountability at 

The General Bureau of The Secretariat General of The Judicial Commission  

Lenin Sam Almasi 

Lenin.almasi@komisiyudisial.go.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

It is an obligation for every government agency to compile a report based on the 

Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is 

implemented with the aim of achieving strengthening public accountability. The 

implementation of increasing Accountability in realizing good governance 

continues to be carried out by all Ministries/Agencies including the Judicial 

Commission. The AKIP value obtained by the Secretariat General of the Judicial 

Commission has increased every year but the increase is not significant and is quite 

slow. The evaluation of the Judicial Commission SAKIP carried out internally was 

carried out up to the Echelon II or Bureau/Central level and it was found that the 

lowest score was obtained by the General Bureau with a score of 18.65. Efforts to 

increase the SAKIP value from the Secretariat General of the Judicial Commission 

are certainly greatly influenced by the SAKIP value at the echelon II level, namely 

the Bureau/Center, so that increasing the SAKIP value at the Bureau/Central level 

will directly have a positive impact on the SAKIP score of the Secretariat General 

of the Judicial Commission. 

Based on the findings in the study, this condition occurs because the Performance 

Accountability value of Government Agencies has not been maximized, especially 

in the General Bureau, on this basis it is necessary to make improvements to 

Aspects of Fulfillment of Accountability at the General Bureau of the Secretariat 

General of the Judicial Commission, starting from the Performance Planning 

Aspect, Performance Measurement, Performance Reporting Aspect, Performance 

Evaluation Aspect, and Performance Achievement Aspect. 

Keywords: Accountability, SAKIP, AKIP  

mailto:Lenin.almasi@komisiyudisial.go.id
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai suatu negara telah mengalami berbagai proses perjuangan 

untuk mencapai tujuannya. Dalam panjangnya perjalanan evolusi sebagai sebuah 

negara, Indonesia telah mengalami krisis demi krisis pada setiap era pemerintahan. 

Puncaknya terjadi pada tahun 1998 dimana krisis multidimensi yang ditandai 

dengan runtuhnya nilai tukar mata uang Rupiah menimbulkan berbagai perubahan 

besar. Hal ini kemudian menjadi suatu pendorong dan pemicu bagi Indonesia untuk 

dapat membenahi diri dalam berbagai bidang. Reformasi di bidang hukum, politik, 

serta ekonomi menjadi upaya nyata Indonesia untuk membenahi diri. Upaya ini 

kemudian juga terjadi dengan dilakukannya reformasi di bidang birokrasi. Gerakan 

ReformasiXbirokrasi sendiri merupakan sebuah upaya dalam melakukan 

pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintah terutama terkait aspek-aspek Ketatalaksanaan (Business Process), 

Kelembagaan (Organization), dan Sumber Daya Aparatur. 

Good governance kemudian menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam 

proses perbaikan melalui Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pendapat dari Bank 

Dunia (World Bank), tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu jalan 

kekuasaan yang dipergunakan didalam upaya pengelolaan dari sumber daya 

ekonomi juga sosial sebagai pengembangan suatu masyarakat (Mardoto, 2009). 

Berdasarkan pengertian dari UNDP (United Nation Development Planning), tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah suatu pelaksanaan kewenangan pengelolaan 

atas berbagai urusan. Pelaksanaan negara dalam bidang politik, ekonomi dan yang 

bersifat administratif pada semua level. Berdasarkan kepada konsep yang tertera di 

atas, terdapat pilar yang berjumlah tiga dari tata kelola pemerintahan yang penting 

diantaranya Proses Pengambilan Keputusan (Political Governance), Kesejahteraan 

Rakyat (Economic Governance), dan Tata Laksana Pelaksanaan Kebijakan 

(Administrative Governance) (Prasetijo, 2009). Terbentuknya good governance 
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kemudian dapat menjadikan penyelenggaraan atas pembangunan yang 

manajemennya bertanggung jawab dan solid seiring bersama prinsip demokrasi, 

kemudian pasar yang bersifat efisien, terhindar dari kesalahan pengalokasian dana 

atas investasi, pencegahan terhadap korupsi secara administratif maupun politik, 

menjalankan anggaran serta penciptaan political framework dan legal bagi 

tumbuhnya iklim usaha yang baik. 

Perkembangan reformasi birokrasi perlahan menunjukan perubahan menuju 

kepada suatu arah yang lebih baik. Dengan memperhatikan berbagai dinamika yang 

terjadi serta perkembangan dunia yang sangat cepat, Indonesia dituntut untuk terus 

maju sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan global. Pemerintah kemudian 

melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan gerakan Reformasi Birokrasi, 

hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai peraturan terkait pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. 

Pelaksanaan berbagai Undang-Undang tersebut kemudian penting untuk 

selalu bisa dipertanggungjawabkan, oleh karenanya pemerintah kemudian 

menyusun suatu rangkaian aturan yang sistematis dengan menerbitkan PP No. 8 

Tahun 2006, undang-undang ini berisi tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

pada Instansi Pemerintah, kemudian ada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

yang berisi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian 

ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 

yang berisi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 12 Tahun 2015 yang berisi Tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diterbitkannya 
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berbagai peraturan di atas berimplikasi pada timbulnya kewajiban bagi setiap 

instansi pemerintah untuk menyusun suatu laporan yang dibuat berdasarkan 

SistemXAkuntabilitasXKinerjaXInstansiXPemerintah (SAKIP), laporan yang 

dimaksud yaitu LaporanXAkuntabilitasXKinerjaXInstansi Pemerintah (LAKIP). 

SistemXAkuntabilitasXKinerjaXInstansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan 

dengan tujuan agar dapat tercapainya penguatan akuntabilitasXpublik. 

AkuntabilitasXpublikXsendiri merupakan suatu prinsipXyangXmenjaminXbahwa 

setiapXkegiatanXpenyelenggaraanXpemerintahanXdapat dipertanggungjawabkan 

secara terbuka oleh pemerintah kepadaXpihak-pihak yangXterdampak penerapan 

kebijakan. Akuntabilitas sendiri menjadi isu hangat di tengah perkembangan upaya 

perkembangan good governance di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari rendahnya 

trust atau kepercayaan dari publik terhadap kualitas pengelolaan manajemen kinerja 

maupun anggaran yang dikelola oleh pemerintah dikarenakan masih banyaknya 

bukti atas terjadinya praktek Korupsi,XKolusiXdanXNepotismeX(KKN) yang 

dilakukanXoleh berbagai unsur pelaksana pemerintahan dari golongan teratas 

hingga terbawah, dari golongan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif. 

Pemerintah kemudian berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan 

kinerja berorientasi kepada hasil (outcome) dengan menjalankan sistem manajemen 

yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

AkuntabilitasXkinerja sendiri merupakanXperwujudan pertanggungjawaban 

atas keberhasilan atau kegagalanXpelaksanaanXProgram dan KegiatanXyang telah 

diamanatkanXpara stakeholder dalamXrangka mencapai misiXorganisasi secara 

terukurXdengan sasaran atau target kinerjaXyang telahXditetapkan setiap 

tahunnya. Terciptanya akuntabilitasXkinerja yangXbaik akan berdampak pada 

meningkatnya trust dari masyarakat kepada pemerintah sehingga akan terbentuk 

kekuatan legitimasi pemerintah serta dapat menjadi legitimasi bagi berbagai 

kebijakan yang akan diambil, selain itu iklim demokrasi juga akan terjaga dengan 

baik dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi kepada pemerintah. 

Pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas dalamXmewujudkanXtataXkelola 

pemerintahanXyangXbaik terus dilakukanXoleh semua Kementerian/Lembaga 
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termasuk oleh Komisi Yudisial yang merupakanXsebuah lembagaXyangXterlahir 

dari prosesXreformasi.XSalahXsatuXupaya yangXdilakukan untuk dapat 

mewujudkanXhal tersebut adalahXdengan melakukan perubahan padaXsistem 

penganggaran berdasarkanXperaturan perundang-undanganXyang berlaku. 

PerubahanXtersebut terlihat pada penerapanXAnggaranXBerbasis KinerjaXyang 

telahXdiimplementasikan olehXSekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 

2010 dan semenjak perubahan tersebut dilakukan pencapaian realisasi anggaran dan 

pencapaian keluaran pada Sekretariat Jenderal KomisiXYudisial menampilkan 

angka yangXbaik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari hasil monitoring 

danXevaluasiXatasXpelaksanaanXRencanaXKerjaXdan Anggaran selama lima 

tahun terakhir dari tahun 2015cs.d tahun 2019 sebagaiDberikut: 

 

Tabel 1.1 

Penyerapan AnggarancSekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Tahunc2015 s.d 2019 

(Dalam Ribu Rupiah) 

 

No Komponen 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Anggaran 128.307.826 112.521.581 119.740.982 122.421.071 125.947.049 

2 Realisasi 118.288.383 103.847.680 116.001.084 121.611.384 123.569.403 

Penyerapan 

Anggaran 
92,19 92,29 96,88 99,34 98,11 

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2015 - 2019 

 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial memberikan dampak yang cukup baik pada penyerapan anggarannya, 

namun kondisi tersebut tidak dapat memberikan penilaian AKIP yang baik bagi 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang secara umum masih tergolong rendah. 

Nilai AKIP yang didapatkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebenarnya 

mengalamiRpeningkatanEsetiap tahunnyaEnamun peningkatanRtersebut tidak 
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signifikan dan cukup lambat. Hal ini dapat terlihat pada hasil penilaian dari AKIP 

selama limaDtahun anggaran ke belakang yaitu tahun 2015 s.d tahun 2019 yang 

telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi terhadap SAKIP oleh Sekretariat JenderalGKomisiSYudisial sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.2 

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 

 

Komponen yang 

Dinilai 
Bobot 

Nilai 

2015 

Nilai 

2016 

Nilai 

2017 

Nilai 

2018 

Nilai 

2019 

1 Perencanaanx 

Kinerjax 
30 18,31 19,85 19,98 19,99 20,02 

2 Pengukuranx 

Kinerjax 
25 14,21 15,85 15,83 15,94 16,09 

3 PelaporanxKinerja 15 11,79 11,82 11,89 11,97 12,11 

4 EvaluasixInternal 10 5,97 6,44 6,42 6,53 6,65 

5 CapaianxKinerja 20 9,79 10,79 11,17 11,36 11,47 

Nilai Hasil Evaluasi 100 60,07 64,76 65,29 65,79 66,34 

Tingkat Akuntabilitas 

Kinerja 
 B B B B B 

Sumber: HasilxEvaluasixatasxAkuntabilitasxKinerjaxInstansi Pemerintah Tahun   

2015-2019 

 

BerdasarkanCpada data di atas terlihat bahwa pelaksanaan SAKIP dari 

SekretariatCJenderal Komisi Yudisial dari tahun 2015 hingga tahun 2019 masih 

berada pada angka yang relatif rendah dan hanya naik secara tidak signifikan, 

sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan pada setiap komponen yang menjadi 

penilaian, selain itu juga harus dilakukan evaluasi terhadap berbagai upaya dan 
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perubahan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut untuk 

mengetahui hal apa saja yang sebenarnya menjadi penghambat tercapainya nilai 

hasil evaluasi yang baik dan hal apa saja yang telah dilakukan sehingga 

meningkatkan nilai hasil evaluasi dan upaya apa perlu ditingkatkan agar dapat 

mencapai nilaixyangxlebihxtinggi dixmasa yang akan datang. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015 penggolongan nilai akuntabilitas kinerja yang bisa 

didapatkan olehxInstansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.3 

Peringkat NilaixAkuntabilitascKinerja 

Peringkat Nilai 

AA >90-100 

A >80-90 

BB >70-80 

B >60-70 

CC >50-60 

C >30-50 

D 0-30 

Sumber: PeraturancMenteri PAN-RB Nomorc12 Tahun 2015 

Melihat tabel 1.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja di atas dapat dilihat bahwa 

masih terdapat potensi peningkatan yang cukup lebar yang dapat diraih oleh 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial apabila dapat melakukan perbaikan terhadap 

berbagai aspek penilaian Akuntabilitas Kinerja. Kondisi tersebut harus dapat segera 

diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sehingga ketidak sejalanan 

antara nilai akuntabilitas kinerja dengan pencapaian keluaran dan realisasi anggaran 

dapat segera diatasi.  

Proses evaluasiDatasDimplementasiCSistemsAkuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) selain dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga dilakukan oleh 
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pihak internal Komisi Yudisial. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Komisi Yudisial 

tahun 2019 dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Kepatuhan Internal. 

Pelaksanaan evaluasi SAKIP Komisi Yudisial yang dilakukan oleh internal 

dilaksanakan hingga level Eselon II atau Biro/Pusat yang menghasilkan data 

evaluasi SAKIP berikut: 

Tabel 1.4 

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Internal Komisi Yudisial Tahun 2019 

No Keterangan 
Nilai Evaluasi SAKIP 

(0-100%) 
Nilai 

1 KOMISI YUDISIAL 99,38% 64,60 

2 Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial 

95,57% 62,12 

A Biro Pengawasan Perilaku Hakim 34,05% 22,13 

B BiroXRekrutmen, Advokasi, dan 

Peningkatan Kapasitas Hakim 

39,65% 25,77 

C Biro Investigasi 39,59% 25,73 

D Biro Perencanaan dan Kepatuhan 

Internal 

53,69% 34,90 

E Biro Umum 28,70% 18,65 

F Pusat Analisis dan Layanan Informasi 36,28% 23,58 

Sumber: LaporanVHasilvEvaluasivatasvImplementasi SistemvAkuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019eKomisi Yudisial 

 

Berdasarkancdata padactabel 1.4 terlihatcbahwa nilai evaluasi internal paling 

tinggi didapatkan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan nilai 34,90 

sedangkan nilai terendah didapatkan oleh Biro Umum dengan nilai 18,65. Melihat 

nilai evaluasi internal di atas, secara umum pada level eselon II Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial nilai SAKIP terlihat belum maksimal terutama pada Biro Umum 

yang mendapatkan nilai evaluasi paling rendah. Biro Umum sendiri merupakan 
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Biro yang kompleks karena di dalamnya terdiri dari berbagai jenis kegiatan yang 

saling berbeda satu sama lain.  

Berdasarkan pada hasilcevaluasicatasCimplementasi SistemCAkuntabilitas 

KinerjaDInstansiDPemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019cBiro Umum di 

lingkungan Sekretariat Jenderal KomisicYudisialcyang telah dilakukan oleh Biro 

PerencanaanddandKepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (2019) 

kekurangan pada Biro Umum terkait implementasi SAKIP antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan Kinerja 

a. DokumenxRenstra tidak dijadikan acuanvdalam penyusunanvdokumen 

rencana kinerja tahunanxdan perjanjian kinerja tahunan; 

b. Belum terdapat reviu atas dokumen Renstra; 

c. Sasaran dan Indikator Kinerja seluruhnya belum berorientasi hasil; 

d. Dokumen PK telah disusun, namun sasaran PK belum sepenuhnya 

berorientasi pada outcome dan belum terdapat Rencana Aksi atas kinerja; 

e. Belum terdapat penyusunanx(identifikasi) kinerjaxeselon IIIxdan eselon IV 

sampai dengan pelaksana. 

2. Pengukuran Kinerja 

a. IndikatorxKinerjagUtama (IKU) perlu perbaikan, dari segi kualitas IKU 

belum memenuhi standar. 

b. Hasil pengukuranc(capaian) kinerja dimanfaatkancsebagai dasar 

peningkatan kinerja. 

3. PelaporanvKinerja 

a. LaporanvKinerja Biro Umum telahvdisusun namun masih kurang dari segi 

kualitas. 

b. LaporanvKinerja Biro Umum telah menyajikanvkinerja outputFyang 

terdapat pada dokumen RKA/KL 

4. Evaluasi Internal 

a. Belum dilakukannya evaluasicatascRencana Aksi. 
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b. Pemantauan Rencana AksiFbelum dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja. 

c. Hasil evaluasiXRencana AksiXbelum dilakukan. 

5. PencapaianFSasaran/KinerjaFOrganisasi 

Targetxkinerja dapat tercapai namun belum sepenuhnya menunjukan 

kinerja yang lebihxbaikxdarixtahun ke tahun. 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu 

pembenahan dan perbaikan dengan tujuan dapat meningkatnya nilai SAKIP dari 

Biro Umum. Upaya peningkatan nilai SAKIP dari Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial tentu sangat dipengaruhi oleh nilai SAKIP pada level eselon II yaitu 

Biro/Pusat, sehingga dengan peningkatan nilai SAKIP pada level Biro/Pusat 

akan secara langsung memberikan dampak positif pada nilai SAKIP Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. Dengan adanya latardbelakangdyang telah diuraikan 

didatas, tesis ini dibuat untukXmengkaji tentang PeningkatanXAkuntabilitas 

Kinerja InstansiXPemerintah pada Biro Umum di SekretariatcJenderalcKomisi 

Yudisial.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkanxpada latargbelakang di atas makahdapat disimpulkan identifikasi 

masalahfsebagaifberikut: 

1. Aspek Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

belum dilaksanakan sesuai dengan proses perencanaan yang baik. 

2. Aspek Pengukuran Kinerja pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial belum sempurna sehingga tidak bisa menjadi dasar pengukuran 

kinerja berkualitas yang dapat menggambarkan kinerja berbagai entitas di 

dalamnya. 

3. Aspek Pelaporan Kinerja pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial yang tertuang pada Laporan Kinerja Biro Umum sudah tersusun 

namun masih diperlukan adanya peningkatan kualitas pelaporan.  

4. Aspek Evaluasi Internal pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

belum dilaksanakan dengan baik. 
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5. Aspek Capaian Kinerja pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

belum sempurna, hal ini dikarenakan target kinerja dapat tercapai namun belum 

sepenuhnya menunjukan kinerja yang lebihcbaik darictahun ke tahun serta 

informasicmengenai pencapaian kinerja belum sepenuhnya dapatcdiandalkan 

dan belum berorientasi hasil. 

C. Rumusan Masalahan 

Berdasarkan pada latar belakangdyang telahddiuraikan sebelumnya, maka 

yangdmenjadi fokusdpermasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai Analisis 

Peningkatan AkuntabilitasXKinerjaXInstansiXPemerintah pada Biro Umum 

SekretariatXJenderalXKomisiXYudisial, dirumuskan menjadi Bagaimana 

Meningkatkan AkuntabilitasDKinerja InstasiDPemerintah pada Biro Umum 

SekretariatdJenderaldKomisidYudisial? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana cara meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Umum Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial. 

E. Manfaat Penelitian 

i. Manfaat bagi kepentingan akademik 

Penelitiancinicdiharapkancdapat menjadi referensi tambahan bagi pemahaman 

teori administrasi negara pada khususnya dalam kajian ilmu Manajemen 

Keuangan Negara. 

ii. Manfaatcbagi duniacpraktis 

PenelitianXiniXdiharapkan dapat menjadi suatu referensicbagi Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial terutama pada Biro Umum untuk mencapai nilai 

akuntabilitasckinerja yangclebih baik dicmasa yangcakan datang. 
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